
 

 

 

 

 BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 89                                                            TAHUN 2022 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR    89    TAHUN  2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4400);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6809); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 



 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 

Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12); 



 

25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 

Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 12); 

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Nomor 193); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah 

daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 



 

9. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 

seluruh pengeluaran daerah. 

10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah 

daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. 

11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 

adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh 

pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Yang selanjutnya 

disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

13. Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan 

suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas 

pada tanggal tertentu. 

14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 

menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah 

ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 

daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

satu periode pelaporan. 

15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 

menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan 

saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. 

16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE 

adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas 

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

17. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat 

CALK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang 

tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan 

Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan 

akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan 

informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 

diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan 

penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 

keuangan daerah untuk menunjang fungsi pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. 



 

(2) Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk 

memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti 

pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan 

(stewardship) keuangan daerah. 

Pasal 3 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021, terdiri atas: 

1. Pendapatan  

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.1.888.456.286.095,61 

b. Pendapatan Transfer Rp.3.414.313.104.250,00 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp.     24.163.400.358,00 

 Jumlah Pendapatan Rp.5.326.932.790.703,61 

2. Belanja & Transfer 

a. Belanja Operasi Rp.4.083.390.493.557,81 

b. Belanja Modal Rp.   771.280.939.990,10 

c. Belanja Tidak Terduga Rp.     33.364.840.102,00 

d. Belanja Transfer Rp.   657.107.524.245,00 

Jumlah Belanja & Transfer Rp. 5.545.143.797.894,91 

Surplus/Defisit (Rp.  218.211.007.191,30) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.   307.367.513.687,05 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.       5.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp.   302.367.513.687,05 

SILPA Rp.   84.156.506.495,75  

Pasal 4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran. 

Pasal 6 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 



 

Pasal 7 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di Mataram 
 pada tanggal 12 Oktober 2022 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

   ttd 

 

H. ZULKIEFLIMANSYAH 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 12 Oktober 2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

                          ttd   

 

H. LALU GITA ARIADI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 89 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 
 
 

LALU RUDY GUNAWAN 

NIP. 19700527 199603 1 002 


